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Tulisan singkat ini mempermasalahkan hubungan wacana identitas dan wacana
kewarganegaraan. Dalam sejarah politik Indonesia, hubungan keduanya bersifat dilematis.
Begitu pula postur dan dinamika politik dalam periode demolratisasi pasca Orde Baru
menghadirkan kembali dilema tersebut yang ditondai oleh gejala otoritarianisme negara dan
gejala multikulturalisme anti-demokrasi. Menggunakan perspektif demokrasi radikal, tulisan
ini berargumentasi bahwa pertama, kecenderungan politisasi identitas dan depolitisasi warga
negara adalah bagion dari upava mengisi fenomena dislokasi politik akibat ketegarigan
permanen antara kedua wacana tersebut; dan kedua, pilihan ke arah politisasi identitas
dan depolitisasi warga negara ditentukan oleh pragmatisme politik sebagai  jalan keluar
dalam situasi darurat mengelola antagonisme identitas politik. Dua skenario historis
tersebut membatalkan pembentukan warga negara demolkratis dan mengawetkan nalar
npolifik instrumental yang meloloskan, oligarkl don. bomunitarianisme ke dolpm, _pavgeung

polzuk nasional dan polztzk lokal. Tulisan ini diakhiri dengan mengusulkan perubahan carg
kita memandang identitas dan politik. Usulan tersebut merupakan salah satu pintu masuk
menggarap wacana warga negara demokratis dan mervespon isu keadilan dan kesejahteraan
melalui keagenan po!ztz?c warga negara.
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gpfwwfégme seringlkali menjadi
cata ganii multikulturaliswme.
Dalam tradisi ée;}mﬁm‘
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demokrasi pluralis, pluralisme
- selalu mengandung orti
kemajemuloan ideologi
politik sekaligus fi@?’féfﬁmaﬁ?
alam menegaskar ideologl,
Di dalamnva termasuic
mulitikulmralisme sebagai
sebuoh wacana khusus yang
membahas perbedoan dcuan
normatif dem praitik budava,
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Dalam penggunaan yang lazim pluralisme
seringkali menjadi kate ganti multiloulturalisme.
Dalam tradisi berpikir demokrasi pluralis, plu-
ralisme selaln mengandung arti kemajenukan
ideologi politik sekaligus keragaman dalam me-
negaskan ideologi. Di dalamnya termasuk rmulti-
kulturalisme sebagai sebuah wacana khusus yang
membahas perbedaan acuan normatif dan prakiik
budaya. Terlepas dari itu, dalam konteks Indonesia,
gejala’ pars pro toto’, multilulturalisme menjadi
penjelas bagi pluralisme, tentu tidak sepenuhnya
karena kekeliruan dalam penggunaan dua termi-
nologi ini tetapi sebagian besar disebabkan oleh
warisan cara berpikir kedaulatan negara integra-
listik dan fakta historis pembilahan sosial-politik
masyarakat berdasarkan agama, etnis, dan daerah
dalam praktik politik yang terpelihara sejak revo-
lusi kemerdekaan. Sejarah politik kita telah meng-
hasilkan semantik yang khas mengenai pluralisme
politik, bahwa perbedaan identitas sosial-kultural
yang ditoleransi pada level kehidupan berbangsa
dibatasi ruang aktualisasinya dalam arena ne-
gara. Alhasil, kuatnya paham negara integralistik
dan komunitarianisme politik membeniuk cara
kita memandang pluralisme sebagai protagonis
wacans, kehanesaan, sekalions, antitesis swacana

Duz Arena Perdebatan

tercemar clemen-elemen ‘non-politis” yang ha-
rusnya beredar dalam domain privas individu dan
kelompolk.

Di Indonesia, proses berdemokrasi dalam satu
dekade terakhir telah menimbulkan kekuatiran
tersendiri di kalangan sarjanawen politik dan
ternufama gerakan pro-demokrasi. Salah satu
fenomena paling gambiang dari perdebatan
demokrasi saat ini adalah penguatan politik
identitas  dalam pertarmngan  dan perebutan
kekuasasan di berbagai daerah. Pilkada dan
Pemilu menjadi arena mobilisasi dan fragmentasi
masyarakat  yang menjadikan  kedaerahan,
ctnisitas dan agama scbagai artikulator aspirasi
dan kepentingan. Konflik di antara para patron
politik menyertakan koneksi simbolik yang tak
habis-habisnya digarap untuk memastikan siapa
dan kelompok identitas apa saja yang berhak
menduduid  ruang kekuasaan. Semakin sempit
arena perebutan kekuasaan, terutama karena
pemekaran provinsi dan kabupaten, semakin
besar  kemungkinan kelompok  kepentingan
menggunakan simbol-simbol sosial, kultural dan
spasial (Klinken, 2007; Nordholt, 2004:42-47).
Argumentasinya adalah kesejahteraan ckonomi
dan  kesetaraan hanya bisa dicapai dengan
memberikan perhatian kepada kelompok identitas,
entah dalam artian majorify rule atax dalam artian
keadilan politik, misaltya, karena sekian lama
telah dimarginalkan,

Kritik terhadap ‘patologi’ politik identitas
semakin  digemari kalangan akademisi yang
kecewa dengan praktik-prakiik berdemokrasi
selama ini. Demos (Willy Purna Samadhi,
2009, AE Priyono, 2007), misalnya, mengkaji
bagaimana demokrasi selama ini  dibajak
para elit politik yang tidak punya pilihan lain
selain memamerkan afiliasi dan konsolidasi
elemen-clemen simbolis untk mendapatkan
kekuasaan, Bukannya menghancurkan kasta
politik rejim birokratik-ctoriter, demokratisasi

bermnegara. Ketika pluralisme sama artinya dengan
multikulturalisme, politik identitas selalu berarti
identifikasi politik berdasarkan garis agama, etnis,
daerah dan golongan. Politik pun dianggap telah

menterspeluarrg - darr s o Rgetidugi el
Melalui kajianu antropologi politik, Nordholt
(2004:46) memperlihatkan  bahwa  praktik-
prakiik berdemokrasi justru menjadi cara efektif
bagi pairimonialisme dan klientelisme dalam
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“Yang hendak dibela

perbedaan sebagai modalitas sosial-kultural untuk
- _'pembahan melalui proses bfﬂﬁ_]&i‘ bersama dalam

" konteks kehzdupan berbangsa Sementara keioxn~" '
 pok radikal send1r1~sepan}ang kita menerinia label -

:'"ml——se‘ocmhlya tidak begl‘m _;eias mengamkulasz-
“kan gagasan mereka tentang negara bangsa selain
imaji tentang orde politik teokrasi yang ditafsir
dari Kitab Suci ataupun bersumber dari aliran-
aliran tertentu. DI atas semuanya, yang paling
menonjol adalah bagaimana kelompok phuralis
berusaha mendefinisikan pentingnya pluralisme
dengan kanon kebebasan, dan mendefinisikan
kelompok-kelompok lain sebagai radikal, menen-
tang kebebasan dan karena itu, anti-demokrasi
{Eric Hearij, 2010:50-57),
Kelmatiran tentang bahaya gerakan ‘radikal’
Islam di Indonesia dalam satn dekade terakhir
bnkannya tanpa ‘sebab- sebab domestzk dan
. _internasiopal. Dalam tulisan berjudul “Politik
. Identitas dan Masa Dcpan Pluralisme Kita”, Syafii
' Maarif (2009 3-30), mendiskusikan problematxk
kehadiran gerak.an semacam FPI dan MMI
‘Dua gerai«:an ini dianggap produk antagonisme
dalam negeri dan bertujuan untk menegakkan
syari’ah Islam dalam kehidupan bermnegara,
Sementara PKS dianggap partai dakwah dengan

'semacam HTI chbaca berdlmenm transnaswnal

':'f"men;aiankan pemenntahzm di daerah. Dalam’
be ) dan sangat keras menyesalkan dxcoretnya m_]uil

keadatan  dan kedaerahan men_]adl:..
utam yang membenarkan apa yang
yakm

i emukan da}am perde« o
ya_ radlkahsme agama )

aktor pohtlk untuk mendeﬁmsﬁ{an apa' 45

artiny menjadl Incionesua hari ini. T‘;leompok—

- kelompok ‘radikal’ dinilai membahayakan dasar
~negara dang mengancam persatuan perbedaan yang

' sekian lama bermukim dalam penanda sakral ber- -

":'nam'a ‘bangsa Indones:a
“oleh keiompok plurahs adalah koncixsx obyekﬂf

negafa 1n1 Itulah seba'rmya perdeba
scgcra melibatkan wacana nasionalisme sebaga;
arena penandaan yang mau ‘tak mail mendorong

_"neﬂara menegaskan p051s1 éan sxkap polmk
__Sebagalmana kita ketahui, kelompok piurahs
- cenderung

menghmdau konfrontam “makna
dengani kelompok radikal sembari memmta

_ negara, dalam hal ini penegakan konstxtusx dan

hikum, untuk memproteksi kebebasan dari
ancaman homogenisasi dan politik ekslusi dari
kelompok radikal.  Persis tersituasikan dalam
kondist - tanpa dialog konstruktf antara dua
kelompok ini, wajah negara bisa menjadi lebih
beringas dengan kanon nasionalisme dari masa
revolusi kemerdekaan. Alih-alih demi penegakan
hukum,: negara tentu: memiliki agenda sendiri
seperti melebih-lebihkan paradigma kedaulatan
negara dan penegakan hukum. Wacana terorisme
dan counter-terorisme  merupakan  ilustrasi
terbaik tentang ruang kosong yang dihasilkan
dalam perdebatan tersebut dan negara hadir
untuk mengisinya dengan artikulasi kedanlatan
negara dan bahasa hukum perlindungan atag
warga negara sebagaimana terbaca dalam UU No
13/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.

Lantas apa pelajaran yang bisa dipetik dari
dua feromena politik identitas vang disebutkan
di atas baik level lokal maupun nasional?

artelasi poliik Islam vang tebi jelas mesk:
tidak terbebas dari kompromi-komporomi politik
dengan kekuatan-keknatan politik nasionalis
lainnya di tingkat nasional. Di lain pihak, gerakan

Dralam dua sest bertkuinya, tulisan ini membaca
problematik  ploralisme dan  demokrasi kita
dalam perspektif demokrasi radikal. Berbeda

dari cara pikir liberalisme, komunitarianisme
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-dan rapublikanisrne perspektif demokrasi radikal
identitas  komunitarian
' -sebaga1 suai"u bentuk artikulasi politik he gemonik
" yang justru dzsebabkan oleh belum berakarnya
- '_-cara berpohtlk yang demokratis. Fragmentasi
: polmk berdasarkan  identitas sosml agama
dan kedaerahan tidak teriepas dari absennya
kelola’ “antagonisme yang bersifat produkiif
'._:bag1 terbenmknya subyek—subyek warga negara
: _(md' idu maupun kelompok) yang dapat bekerja
' sama . dén menghasilkan imaji bersama ientang

o kehxdupan ‘bernegara - dan bmbangsa Dalam .

- tradisi -liberalisme polmk identitas cendemﬂg

s dipahami sebagai ‘datum namrahs yang tinggal

diartikulasi ke dalam politik model agregasi
_dan " akomodasi. Sementara  dalam iradisi
be'r';ji_kif. deﬁiokr_as_i radikal, identitas merupakan
produk. kerentanan dan dilema dalam konteks
- antagonisme politik. Stabil atau labilnya identitas

. bergantung pada wacana yang mengkerangkai
‘pertarungan politik, karena politik pada dasarnya

. bukan sekedar mstrumen atau sarana, melainkan
arena pembentukan identitas (Mouffe, 2005:8-12;
2000: 80-105; Laclau, 1992:83 -90).

Dalam ulasan sest “Fantasi Politik Identitas:

@ & Sejarah politik Indonesia
secara keseluruhan adalah
sejarah mobilisasi identiias

sebagai artikulasi politik
untitk membentuk dan
memperiahankan negara-
bungsa. ﬁm/zfzmzzm kzsmz is
nasionalisme kita ditandaj
dengan mobilisasi %Eﬂeaf i

L W) 2, Ay i)

‘mendorong politisasi isu keadilan ekonomi
kesetaraan politik. Konsep fmend/enemy.

Dilema Sejarah’ akan diproblematisasi ' gejala
otoritarianisme negara dalam berurusan dengan
politik identitas dan gejala mu}txkulturahsme anti-
demokrasi. Dua gejala ini tak terlepas dari fantasz
komunitarian yang terbentuk dan terpehhara
sejak revolusi kemerdekaan. Sementara “dalam
sesi ‘Momentum’, d1argu1nentas1kan bahwa
konsep dan praktik kewarganegaraan demokrat;s
dapat menjadi visi politik baru untuk™ menUiSI
ruang kosong dalam sejarah politik kita se

ruang politik kita perlu diganti dengan’ konsep
dan praktik politik adversarial. Model demokrasi
adversarial atau demokrasi radikal meranglul dan
memfasilitasi identitas-identitas politik  dengan
imaji-imaji mereka yang saling bertabrakan ke
dalam formulasi isu bersama yang konkrit seperti
kemiskinan dan oforifarianisme negaz_'é.'.f ~Tidai
saja terbentuknya kewarganegaraan demokratis,
nagionalisme kita pun dapat didorong keluar dari
simbolisasi kedaulatan menjadi metafor yang
efektif bagi percakapan politik yang permanen
untuk mengatasi kemiskinan dalam negeri dan
ketertinggalan bangsa ini di kancah internasional.

= Fantasi Palitik Identitas: Dilema Sejarah

Politik  identitas bukanlah  sepenuhaya
kekhasan periode demokratisasi. Sejarah politik
Indonesia secara keseluruhan adalah sejarah
mobilisasi identitas sebagai artikulasi politik
untuk membentuk dan mempertahankan negara-
bangsa. Kontinwum historis nasionalisme kita
ditandal dengan mobilisasi kreatif' terhadap
kebhinekaan dalam proyek menciptakan dan
memelihara apa yang dinamakan “Indonesia’.

Ninlama  naetd ;ﬂ‘l, i _@@@W@@@@@W—]m .dizﬂnng

[ fifr L4 L’L fﬁ/! ‘Evf‘b- 4

dalam pmw mencipiakan
dan memelihara apa yang

dinamakan “Indonesia’ e &

sebagai hasil kreativitas politik identifikasi, baik
pada momen penciptasnnya semasa revolusi
kemerdekaan maupun dalam periode-periode
selapjuinya  dalain  rangka mempertahaikan
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kembali dengan menghadirkan musuh bersama
sebagaimana ditunjukkan mobilisasi ‘Ganyang
Malaysia’ ‘atau pembebasan Irian Barat dari
kolonialisme Belanda. Yang mau ditekan di' sini
adalan persatuan dan mobilisiasi tersebut pada
prinsipnya lebih dldorong oleh sentimen 1dent1tas
sebaga1 bangsa yang merasa terancam oleh invasi
asing, _sebagal mitos yang diperlukan agar kita
melupakan ‘persoalan nyata kegagalan bernegara
seperti kemiskinan ' dan ketidakadilan ekonomi
_dalam negeri ‘sendiri. Tentu dalam jangka pendek,
persatuan: - tampak nyata -dalam propaganda
dan pengerahan massa ' sementara dinamika
antagonisme kekuatan  politik identitas terus
menggerogoti bangunan kekuasaan Sukamo.
Pilihan politik Sukammo vang terartikulasi melalui
Nasakom menuai akibat yang tak terbantahkan
dalam se_;arah politik kita, yakni konfrontasi
internal antar 3 kekuatan tersebut dan menghantar
kita ke penode fantasi tentang pentingnya
supremasi negara dan pembentukan warga negara
teknoratis,

Selama periode Orde Baru, transformasi
identitas menjadi warga negara berlangsung dalam
kerangka kerja negara birokrasi yang berpretensi
bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan
ekonomi. Trauma historis dengan pengalaman
bernegara  sebelumnnya, diterjemahkan rejim
militer-birokratik sebagai alasan vntuk melakukan
intervensi ‘sentralistik dan dibangun di atas
anggapan bahwa vang dibutuhkan masyarakat
adalah ‘semata-mata perut kenyang dan tidur
lelap. Dalam periode ini, masyarakat, individu
maupun sebagai kelompok, diajarkan dengan
penanda—penanda yvang melayani kedaulatan
negara dan kapasitas negara melindungi warga
negara. Keamanan dan ketértiban umum menjadi
artikulasi bagaimana kelompok identitas harus
bersikap dan berlaku di ruang publik. Politik
harus dibersihkan. dari penetrasi identitas dan
dikucilkan dari percakapan politik. SARA adalah
ilustrasi terbaik tentang bagaimana dalam periode
ini problematik hubungan identitas dan warga
negara diselesaikan dengan mengubsah politisasi
identitas menjadi de-politisasi warga negara.

Kendati demikian, terdapat perbedazin':
pemaknaan dan penggunaan ferminologi rakyat
dalam periode revolusi kemerdekaan dan pasca
kemerdekaan Orde Lama di bawah kepemimpinan
Sukamo dan periode Orde Baru di bawah
rejim  militer-birokratik Orde Baru Suharto,
Tersituasikan dalam wacana internasional . anti-
kolonialisme, rakyat memiliki agensi politis yang
kuat sebagai artikulator proyek _pembentukan
negara-bangsa. Begitu pula pada periode formatif
selanjutnya selama Orde Lama, rakyat kernbali -
menjadi “artikulator proyek re-posisi negara#:
bangsa dalam konteks ketegangan bipolar Perang
Dingin. Mesklpun transformasi kewargancgaraan
menjadi terhambat terutama karena antagonisme
internal dan kebutuhan merespon dinamika
politik regional dan internasional, rakyat dalam
semantik politik Orde Lama mengandung  arti
keaktifan politik dan tanggung jawab etis terhadap
res publica. Kita masih menyaksikan kontestasi
pemaknaan terhadap negara dan bangsa melalui
artikulasi identitas. Memakai perpektif Laclau
dalam On Populist Reason (2005: 93-100) tentang
konstruksi ‘people’, imaji tentang keindonesiaan
yang adil dan makmur dimungkinkan oleh
peran semantik dan performatif dari ‘rakyat’
sebagai simpul yang mengikat perbedaan dalam
merumuskan dan menghadapi musuh bersama.
Rakyat dalam pengertian ini sama artinya dengan
‘plebs’, yakni rakyat yang menyadari kondisi
ketertindasan dan ketidakadilan yang disebabkan
struktur relasi kuasa dan kekuatan kolonial yang
berbiak di atasnya.

Deprivasi politik terhadap rakyat baruiah
berlangsung secara sistematis dalam formula
Negara Karya versi Orde Baru (Danfel Dhakidae,
2003: 193-258). Manusia Indonesia Orde Lama
yang kerempeng dan tidak disiplin haruslah
dibikin berkecukupan dan patuh pada aturan
dan hikum. Manusia baru dalam orde yang baru
dibayangkan sebagai kumpulan populasi yang
diregister secara teknoratis dan dituntun oich
moral developmentalisme. Rakyat menjadi obyek
kontrol dan intervensi. Mulai dari etiket berbicara
sampai jam tdur mealam pun diatur karena

Termnologl rakyat dipergunakan secara massit
sebagaimana masyarakat dimobilisasi ke dalam
provek developmentalisme sebagal rakyat tanpa
agensi politik.

keseragaman ruang dan waktu menjadi penting
bagi terbentuknya tatanan bara, masyarakat baru,
dan manusia baru. Dengan beroperasinya wacana
developinentalisme, rakyat direduksi sedemikian

e LF A 2 7 iy .
Pniastan Fardas Foluilitaluralione dabors Hdnserakat Tudumia
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rupa sampai pada tingkat semata-mata berurusan

* ‘dengan apa yang disebut Giorgio Agamben sebagai
kondisi ‘bare life’, memanusiakan ‘manusia

" dengan cara mengembalikannya pada status dan
~kebutuhannya . sebagai makhluk hidup semata
* (Agamben1995:3-8).  Bukan lagi politik sebagai
" 'panglima, melainkan hukum yang berfungsi

Dua Kecenderungan

§ %i%_{?ﬁyja;’a olorifarianisme negard
tidak seluruhaya bersumber dori
- regim militer-birokraiik Orde
‘Baru, melainkan dikondisifan
- oleh dilema kontestasi aniara
. politik ideniitas dan politik
kewarganegargan yang selal
Sgja dicarifan jalan keluarayo
melalui politicol exit baik
‘melalui juruson politisasi
identitas pada mdsa revolusi
kemerdekacan dan pasca
kemerdekaan Crde Lama
mavpun melalui jurksan de-
politisgsi identitas plus de-
politisasi warga negara dalom
lurun wakltu figa dekade rezim
| Orde Born.% 9

_Pasang surut hubungan identitas dan warga
negara schagai dua artikulator isu keadilan
dan kesetaraan dalam sejarah politik negeri ini
menghadirkan ke dalam periode demokratisasi
hari ini dua kecenderungan yang relatif sama kuat:
otoritarianisme negara dan multikulturalisme anti-
demokrasi. Sebagaimana dikemukakan dalam
analisis di atas, gejala otonitarianisme negara

birokratiik Orde Baru, melainkan dikondisikan
oleh dilema kontestasi antara politik identitas dan
politik kewarganegarasn yang selalu saja dicarikan
jalan keluamya melalul political exit baik melalui

sebagai penatazn perbedaan dan artikalasi isu
keadilan dan kesetaraan. Kewarganegaraan tidak
lebih dari status ‘hukum. untuk mendapatl;
kemurahan hati negara. Menurut Agamben, hal

of exception’; legitimas
oleh kapasitasnya:
hukum.

jurusan politisasi identitas pada masa revolusi
kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Orde Lama
maupun melalui jurusan de-politisasi identitas
plus de-palitisasi warga negara dalam kurﬁ_ﬂ wakm
tiga dekade rezim Orde Baru. Demokratisasi
sepuluh tahun terakhir membuka arena.baru bagi
artikulasi politik identitas meski tetap___tertaivan
dalam godasn untk merebut dan - berbagi
kekuasaan sembari mengumbar janji-janji.palsu
bahwa desentralisasi dan otonomi daerah.tidak
saja mengembalikan daulat politik pada warga
negara tetapi juga menjamin pemenuhan aspirasi
akan keadilan dan pemerataan kesajahteraan.
Sebagaimana disampaikan dalam bagian awal
tulisan ini, kekecewaan terasa semakin mendalam
di kalangan gerakan pro-demokrasi yang berusaha
menamakan gejala otoritarianisme negara. ini
dengan istilah sarat sensasi akrobatik  seperti
konsolidasi oligarki, pembajakan demokrasi,
demokrasi di atas pasir, ataupun kesinambungan
yang berubah (Robinson, 2004; Samadhi, 2009).
Dalam formulasi berbeda tulisan ini berargu-
mentasi bahwa pergumulan kita dengan kekua-
saan melalui semantik kebebasan ‘berdernokrasi’
masih saja berkutat pada wacana freedom from'”,
Energi rezim berkuasa selalu saja dihabiskan un-
tuk mewaspadal resistensi dari kekuatan-kekuat-
an politik identitas yang sewaktu-waktu dianggap

i Sl amIby - bersumber-darl-regim-mililet- - dapet-menjatuhken kelwasoonnye -someRL AL e o :

akan-gerakan politik identitas bermunculan untuk
memperjuangkan kebebasan politil dart dominasi
negara sembari bekerja keras mercbut otoritas
politik. Karena itulah daya penjelas dari perspek-
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tif politik institusionalis dan behiavioralis sebatas
menangkap personifikasi keluasaan dan tak bisa
memperlebar mang pemeriksaan terhadap wa-
cana-wacana  politik yang membentuk paradoks
manusia dan politik Indonesia yang membiarkan
' dxrmya terus bergaynt di antara utopia demokra-
si, yang menguras energi kolektif atau distopia
otoritarianisme yang dianggap dapat mengakhiri
ketidakpastian demokratisasi. Gejala otoritarian-
isme, sama seperti populisme, hanya mungkin
berlangsung dalam pengalaman dislokasi identi-
tas sebagai bagian dari bangsa dan bagian dari ne-
gara, Gejala inl pun bukan hanva privelese rezim
berkuasa tetapi juga simptor dari upaya meng-
garap kesejahteraan dan keseteraan dengan ar-
tikulasi kerakyatan yang justru dalam praktilnya

membatalkan proyek emansipasi identitas dari

hegemoni birokrasi, aristokrasi dan teokrasi. Ini-
lah pekerjaan rumah yang ditunda Orde Lama dan
dianggap tak penting oleh Orde Baru yang mem-
buat tidak hanya sakitnya melahirkan demokrasi
tetapi juga sangat mahalnya proyek transformasi
identitas menjadi warga negara demokratis yang
radikatl.

Gejala kedua yang tak kalah merisaukan
adalah multikulturalisme anti-demokrasi. Mena-
rik bahwa wacana multikulturalisme mendapatkan
alasan dan artikulasinya dalam periode demokra-
tisasi. Sebagai wacana, multikulturalisme tam-
paknya bersumber dari dua arah, pertama narasi
ideografis tentang Orde Baru yang menindas ak-
tualisasi perbedaan identitas dan kedua, percikan

perbedaan - identitas perlu dijamin dan .negara
tidak boleh mencampuri wrusan kehidupan
budaya, kedaerahan dan keagamaan masyarakat.
Negara diwajibkan untuk menegakkan hukum
vang menjamin kebebasan bagi aktuahsam
perbedaan identitas. Bahkan di kalangan xlmuwan
sosial sendiri telah mengemuka paradlgma baru
yang memandang multikulturalisme sebagai
alternatif mengelola kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sapardi Suparlan (2004:1-15) misalnya
mengusulkan konsep masyarakat majemuk diganti
dengan konsep muitikulturalisme. Menurutnya,
kontlik-kontlik kekerasan yang terjadi pasca-
reformasi kurang ‘febih karena masih kuatnya
negara dan masyarakat menganut peham plural
society’, yakni pandangan tentang perbedaan
sebagai kondisi obyektif tetapi tidak menjadikan
perbedaan sebagai kekuatan bersama dalam proses
demokratisasi, Multikulturalisme dianggap dapat
memperkuat pembangunan negara bangsa apabila
dihubungkan dengan demokrasi terutama karena
melalui demokrasi penghormatan dan penegakan
kesederajatan hak-hak warga negara sccara
individual maupun kelompok berlangsung melalui
politik perwakilan atau representasi politik.
Dalam pembacaan kita, multikuituralisme
yang dibangun dalam semangat negasi atas Orde
Baru dan dihubungkan dengan ‘demokrasi’ sela-
ma ini masih menyimpan masalah serius. Meng-
hubungkan multikulturalisme dan kebebasan ten-
tu tidak banyak membantu mengatasi ketegangan
identitas dan warga negara yang merupakan
warisan sejarah politik kita. Pengalamman ber-
demokrasi satu dekade terakhir justru memper-
lihatkan efek-efek diskursif dar praktik-praktik
politik yang menghubungkan multikulturalisme
dan demokrasi secara tambal sulam. Sebagaima-
na akan diargumentasikan di sesi terkahir tulisan
ini, yang berkembang befakangan ini bukanlah
demokrasi adversarial melainkan liberalisme poli-
tik yang belum sanggup mengelola dan mentrans-
formasi identitas politik menjadi identitas politik
baru {baca warga negara demokratis) dengan fan-
tasi baru tentang keseiahteraan bersama sebagai
manusia Indonesia. Justru yang terjadi adalah

EOVeIrnTICENES TIheral Vang bersaha menganir
interaksi identitas ke dalam domain privat,

Narasi ideografis atas Orde Baru yang

dikembangkan  selama periode  reformasi

mendorong kita menggagas sebuah orde di mana

logtk eksklust yang dimamkan kelompok 1denti-
tas dalem arena politik dan wacana representasi
kita sarat dengan apa yang disebut Hannah Pit-
kin dengan representasi simbolik dan deskriptif
{1967:61-913, Mengustnya kecenderungan ini
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tidak -saja karena defisit demokrasi dan belum

maksimalnya pendalaman demokrasi, tetapi lebih
- banyak discbabkan sesat pikir kita sendiri tentang
fujuan | demokram untuk melindungi kebebasan,
' -_"bukann ja momentum memanfaatkan kebebasan
1 merumuskan 1dent1tas bersama dan kepen—
o tlngan bersama sebagzu warga negara '

: MuItlkulturahsme aun-demokram dalam saty,

o akhir® Juga dlsebabkan oieh penetras;
":;_govermentahtas Tiberal, yakm - suatu modet
~ 1asionalitas nilai’ dan aksxologa yang: berkembang
" secara global bahwa: rdentitas, misalnya identitas

T agama éan emlsitas bersxfat nonwpoiztzs “dan-

- farena itu ruang aktualisasinya berada  dalam
'masyarakat ‘sipil’(Wendy “Larner, 2094 1-7;
' Foucault,1991:87-104).. - Cara bel‘plkll‘ ini, tente
'd1dukung Sejumlah ekponennya di Indonesia,
”'sebetulnya mau mengajar}can kita bahwa hanya
. pasar dan negara yang berwewenang mengatur
_pohtlk tennasuk dlStl'lblISI dan aiokas: sumber
~“daya ekonomi. Masyarakat tidak _lebih dari
' kumpulan popu}as; dengan status hukum sebagai
o 'Warga negara tanpa agensi poimk Warga negars,
 yang juga adalah kelompok identitas dalam

* ruang baru 1tu (masya.rakat sipil), tidak }ebih dari
konsumen dengan daftar kebumhan hidup yang
“akan _dipenubi negara dan pasar, Berkembang
pesat dalam periode tnumpahsme neo-liberal
'pasca Perang Dingin dan didukung tesis poiltlk

Clash of Civilization, identitas men}adx per}cara
politik yang harus segera dlseiesalkan dengan
memberinya ruang aktualisasi dalam rapah yang
_ dianggap non-politis. Dalam ruang terbatas ifu,
~ kelompok  identitas hanya berurusan dengan
moralitas dan tetek bengek etika publik, yang
tidak lebih dari pada wrusan bagaimana menata
perbedaan  mercka - sendiri, Hukum menjadi
panglima dan demokrasi ditafsir sekedar soal
sopan santun menyampaikan aspirasi.

Barangkali tak berlebihan untuk mengatakan
bahwa dalam periode berdemokrasi selama ini,
orang-orang Indonesia menyadari atau dibuat
sadar bahwa mereka berbeda identitas satu sama
lain. Sebagai Muslim dan Kristen, atau orang
Jawa dan Papua, misalnya, berubah dari kategori

masyarakat sipil yang tentu tak bisa sepenuhnya’
menjinakkan artikulasi identitas untuk isukeadilan
dan kesetaraan. Yang jadi soal adalah resistensi ini
pun terartikulasi melalui penanda-penanda yang
tak demokratis seperti slogan putra daerah atau
prlbumﬂ pendatang, Justru ketika identitas dicopot
agensi politiknya oleh governmentalitas liberal,

gejala komumtanamsme menguat dari waktu }ce
waktu dan di berbagm daerah di Indonesia. * Ini
pun_hanya mungkm terjadi dalam kekasongan

'konsep dan praktik: kewarganegaraan demokratis
di mana tak tersedia.alternatif lain.” ‘Cara mudah
“adalah kembali ke dalam fantasi Tama,

Mengenal gejala komumitarianisme pohnlc
Armatya Sen (2006:156) menamakan efek
diskursif ini sebagai percikan logis dari ‘plural-
monoculturalism’. Magyarakat disadarkan
bahwa mereka berbeda-beda dan karena itn, agar
perbedaan tidak menimbulkan kekerasan maka
setiap perbedaan  (partikularitas) harus _diberi
habitat - sendiri, dilembagakan, dan dxpxsahkan
dari kelompolk identitas lain. Pelembagaan
komunitarianisme lalu berkembang biak mulai

_dari Taman Kanak-Kanak sampai Partai P"(_j}itik_.

Kesadaran kita tidak lebih dari kesadaran tentang
diri dan kelompok sendiri, sambil bersikap
waspada dengan penuh prasangka tethadap if)__rang
1ain dan kelompoknya. Terjebak situasi semacam
ini, situast di mana kewarganegaraan kita s_ebatas
status hukum, negara menjadi dominan tempat kita
mencart perlindungan dan hukum berbicara atas
nama keadilan dan kesetaraan yang tak sempatkita
rumuskan bersama. Dalam konteks Indenesia hari
ini, baik elit politik maupun kalangan terpelajar
hanya bisa mencari inspirasi dengan kembali ke

_ nasionalisme lama-antikolonialisme atau kepada

tokoh-tokoh mnasional-pendiri negara bangsa.
Tentu dalam kondisi mono-multikulturalisme,
keindonesiaan menjadi terancam karena perbauran
kreatif dalam politik representasi berkutat soal
identitas dan identifikesi komunitarian dengan
resiko mengulang kembali sejarah lama termasuk
berulangnya kekerasan politik komunal.

deskeiptit~menjadt--kutegori~perandwayaog
bersifat politis dalam mengakses otoritas politik
dan sumber daya. Ini dibaca scbagai efek diskursif

dari pelembagaan perbedaan dalam ruang sempit

s P fof
Fongecatan Fondud Wit
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DlSkLISI di atas menempatkan kita pada posisi
untuk segera memikirkan pentingnya mengelo-
“la dilema anfara identitas dan warga npegara.
: _Demokransam sat dekade terakhir menghadir-
" kan sejumlah tantangan vang sebagian terbesar-
nya bersumber dari pilihan-pilihan politik nasio-
‘nal yang cenderung bergerak dalam dua ekstrim,
politisasi identitas dan depolitisasi warga negara,
~ Perdebatan soal ‘radikalisme’ politik Islam mau-

~pun ‘patologi’ politik lokal pasca 1998 menjadi
ilusirasi atan efek diskursif dari dilema historis
tersebut. Mengikuti tesis Anderson dalam fmag-
ined Community (1983; 1990:95-96), kelompok
identitas cenderung bergerak ke dalam politik
melalui paradigma partisipasi, sementara kelom-
pok warga negara bertolak dari paradigima repre-
sentasi. Tentu kontestasi ini tak bisa diakhiri dan
memang tak perlu diakhiri. Yang patut dikerjakan
adalah mengisi dan menggarap ruang kosong
yang ditinggalkan oleh proyek pembangunan
negara-bangsa selama ini, yakni membentuk dan
‘menghadirkan warga negara yang demokratis,
manusia Indonesia baru dengan posisi dan artilu-
lasi politik berbasis kepentingan bersama tanpa
harus meninggalkan partikularitas identitas ma-
sing-masing. Bagaimana proyek politik semacam
ini bisa dibayangkan? Tulisan ini mengusulkan
dua agenda mendesak, yakni, mengubah episte-
mologi identitas dan epistemologi politik warisan
sejarah kita sendiri.

Hidup dalam antagonisme identitas selama

maannya Tekanan yang berlebihan pada kema-
jemukan ataupun kritik permanen terhadap kon-
trol negara atas perbedaan, seringkali dibangun di
atas cara pandang ini, Dari wakin ke Waktu dan
di berbagal arena kita diajarkan mengenaz pen-

tingnya menghargal perbedaan, menghonnatl ke-
 taksamaan, tanpa didorong mencari tahy seberapa
 jauh kita benar-benar berbeda, Kesempatan untuk
_melihat kesamaan dalam perbedaan d1batasa sam-

pai pada titik di mana kita sekedar setar_a__s_cbagal
warga negara dengan status hulum, Kesadaran
tentang kesamaan ditemukan dalam hukum se-
mentara politik sehari-hari merayakan perbedaan
identitas dalam gegap gempita nultikulturalisme.
Akibatnya pun seringkali berulang dalam drama
penegakan hukum yang tak lain mcreﬂekmkan
Jjudisialisasi politik. Kegagalan dan ixeudak_sang—
gupan kita mengelola perbedaan secara politik
diserabkan menjadi urusan penegakan aturan
main dengan sejumiah hak sipil dan hak poht:k
yang bersifat afirmatif ketimbang hasil pefjuangan
bersama di kalangan kelompok identitas. Dalam
hukum, sebagai cerminan otoritas negara, kita
berkomitmen untuk menghargai perbedaan, se-
mentara dalam politik, yakni proses merumuskan
kesejahteraan dan kesetaraan otentik, kita terbe-
lah berkeping-keping dalam identifikasi desknpuf
dan simbolik. _
Dalam cara baca demokrasi radikal (Mouffc,
1996: 245-248), anggapan bahwa identitas itu
esensial dan murni terbukti tidak banyak meno-
long suatu masyarakat majemuk untuk mem-
bentuk tatanan sosial dan bangunan politik yang
bergerak ke arah pemenuhan kepentingan ber-
sama. Esensialisme identitas adalah karakteris-
tik sebuah masyarakat yang tidak diajarkan me-
lihat kesamaan kepeniingan tetapi berkutat pada
perebutan kekuasaan. Kekuasaan terbesar dari
esensialisme identitas adalah menjadi berkuasa
untuk membenarkan bahwa kiaim kebenaran
yang dianutnya itu superior dan patut menjadi
kerangka moral dan_etis hagi kelompek identi-

hampir separuh abad tentu membentuk cara pan-
dang khas, baik yang dianut masyarakat maupun
negara, bahwa identitas itu harga mati, semacam
properii yang harus diproteksi dan dijaga kermur-

tas lain. Dalam prakteknya, politik identitas ber-
basis esensialisme bekerja dengan logik ekslusi
atau peniadaan terhadap kelompok lain. Orang
lain dan kelompoknya dianggap musuh yang ek-

o Ll B F 4 .
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sistensinya harus ditiadakan, dilebur atau tunduk
kepada kerangka normatif atau preskripsi ideolo-
gis' kei_o_mpoknya sendiri, Terjebak dalam ‘situa-
si-semacam fini, kewaiganegaraan menjadi iront
. _masyarakat maj cmu}{ sementara negara mendapat
- legitimasi dan kesempatan untuk menjadi otoriter,

Bisa® dibayangkan ‘betapa’ besar kerugian ‘yang

'_ dxtanggamg sebuah baugsa»negara ketika :otori- -

tas: politik: _1eb1h banyak menguras habis pikiran
a untuk membuat legislasi- menyangkut
o pengaturan perbedaan 1deni1tas rekonszhasa dan

o ':koahsrkekuatan politil berbasis identitasi’

" Dengan - ‘menolak esensmhsme 1dent1tas
terbuka kemungkman bagi setiap orang dan
kelompoknya untuk dua hal berikut. Pertama,
dalam’ kehidupan bermasyarakat perbedaa.n
atau kondisi : keterbedaan -bersifat membentuk
kesadaran seseorangtentang identitasnya. Identitas
lain ‘diterinaa sebagai : ‘constiturive ‘ouiside’ yang
tanpahal 'fersebut ‘sescorang atau kelompok tak
dapat membayangkan dan ‘menyadari ‘eksistensi

diri-dan kelompoknya sebagai berbeda dari yang -

lain: (Laciau 2005:157- 171) Kedua, ‘berbekal
kesadaran -akan peran formatif dari-identitas.lain
tersebut, pintu meniju kerja sama, dialog ‘dan
perdebatan terbuka lebar dan mapg pertarungan
serta imajinast politik menjadi ‘sangat berbeda,
Kita memasuki gelangang politik untuk urusan
publik denpgan disposisi barn bahwa meskiidentitas
berbeda, kita berbagi kepentingan yang sama
terkait keadilan dan kesetaraan ekonomi. Untuk
urusan publik, perbedaan kita adalah perbedaan
kepentingan berbasis kerja (labor) dan modal
{capital). Tugas negara adalah menfasilitasi proses
pertarungan dua kekuatan masyarakat modern inl.
Ketika kategorisasi kekuatan politik bertumpu
pada-dua . penanda .raksasa imi, -isu: eksploitasi
ekonomi dan previlese akses kepemilikan alat
produksi dan relasi produks1 bisa diartikulasikan
secara tegas.: ¥

. _.Urgensmya. i jeias yakm
politisasi identitas dengan politisasi labor-power

karena, sebagaimana pengalaman negara-negara -

demokzratis, dapat membuat politik berorientasi
pada kesejaliteraan warga nesara ketimbang

mengganukan.. :

maupun melalyi asosiasi, untuk menggantikan
model artilaulasi politik berbasis identitv:poiver
menjadi-labor-capital power. Dalam form'u}é 1m,
logik esklusi dan inklusi tidak lagi beredar-dalam
skenario politik identitas melainkan bergesér;.k'e

- dalam’ skenario’ pertarungan- kepentingan: yang

konknt Blok-blok politik identitas komunitarian
yang selama ini menjadi santapan utama oligarki
dan plutokrasi melebur ke dalam-gerakan; pohtxk

‘baru ‘yang " menghlmpun berbagai - kelompok

kepeutmgan yang berbeda. Jalan ke arah pol;uk

“berbasis kepentingan bisa saja terjal dan berlikii,

tetapi alasan kita ‘menempuhnya tak bisa dagadax
dengan pragmat}sme elit politik. Kemiskinan dan
gejala otoritarianisme tak bisa dipecahkan ‘oleh
politik “identitas terutama karena, sebagaimana
diargumentasikan dalam tulisan ini, drama histors
politik -identitas kita sendiri yang melahirkan
korporatisme negara dan menjadikan kemiskman
sebagai semata-mata urusan pemerintah, /

Agenda berikut yang sama mendesalmya
adalah mengubah epistemologi politik. Dari se-
jumlah warisan bunk Orde Baru, cara meman-
dang politik sebagai instrumen atau mekanisme.
merupakan: warisan ideologis yang paling sulit
disingkirkan dari nalar kolekiif kita. Korpora-
tisme negara versi Orde Baru mengajarkan kita
bahwa politik ith wrusan pemerintah dan Kkema-
juan ckonomi bisa dicapai dengan cara kerja tek-
nokrasi. Kaum teknorat yang juga adalah politisi
tanpa legitimasi itu yang paling tahu kebutuhan
warga negara dan punya resep mujarsb untuk
menciptakan kemakmuran bagi semua lapisan
masyarakat. Jalur-jalur artikulasi ‘dari bawal’
dibentuk ‘dari atas’ karena belajar dari sejarah
Orde L.ama ‘rakyat” dianggap tak bisa dipercaya

- merumuskan kepentingannya sendiri. Politik ke-

mudian diartikan semata-mata urusan pemerintah
membuat kebijakan untuk rakyat. Dalam formula

... ini, warga negara berada di luar arena politik dan
. tingpal menikmati hasil-hasil karya pemban gunan

oleh rezim birokrasi-teknokrasi.

- Palem periode demokratisasi satu dekade
terakhiz, - implikasi cara berpikir teknoratis di
atas berjalan dalam rute yang berbeda. Alih-atih

bersibul dengan drama perebutan den pembagian
kekuasaan semata. Ini mengandung arti bahwa
perjuangan untuk kesejahieraan perfo dimulai oleh

warga negaranya sendiri, balk secara individual -

w?fm

mereformasi birokrast dan teknokrasi, mobiliasi

-warga negara ke dalam arena politik- dalam prak-

telrya justru berlangsung dalam skenario politik
identitas yang sarat aniagonisme komunitarian,

it Teballifoeuradims dafon ﬂ'; et faf Dacloizeie
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Peluang . pragmatisme elit menjadi terbukea kem-
bali-dan politik .pun-dipahami sebagai urusan
pemerintah dan dewan perwakilan. Dalam situasi
ini; hal paling gampang yang bisa diperdebatkan
dalam politik adalah wrusan:identitas dan pem-
bagian kekuasaan karena pada dasarnya tak ada
lagi:-bahan lain yang bisa diperdebatkan. Dipilih
berdasarkan  konstituensi . komunitarian—bukan
kelompok - kepentingan-—elit politik cenderung
mendiskusikan. dua hal;- pertama, nasib politik
- dirinya atan partai poht}knya sendiri, dan berikut-
nya, nasib’ rakyat dalam formulasi yang abstrak.
Rakyat yang dibicarakanya adalah hasil abstrak-
sinya, bukan intisari kekuatan riil politik yang di-
wakili dirinya maupun partai politik. Konsekuensi
dari-kondisi ini sulit dibantah bahwa warga ne-
gara:sebagai konstituen diperlukan semata-mata
dalam proses elektoral dengan pencitraan einis,
agarga dan daerah yang kental, sementara dalam
membuat kebijakan warga negara tak hadir dalam
wujudnya vang konkrlt dengan kepentingan dan
aspirasi.
cAgar dilema 1dent1tas dan warga negara bisa
dikelola seeara demokratis, diperlukan cara pan-
dang berbeda :mengenai politik. Dalam tradisi
berpikir:demokrasi radikal, politik dipahami se-
bagai momen formasi identitas berbasis kepen-
tingan yang konkrit. Radikalitas politik bukanlah
penjelasan mengenai militansi warga negara dan

“Refevensi

elit uniuk memperjuangkan dan membelz kelom-
pok identitas komunitariannya sendiri, melainkar
keterbukaan sikap dan tindakan terhadap  pem-
baharuan dan perbauran cita-cita untuk mengusa-
hakan kepentingan dan kebaikan bersama. Politik
tidak semata-mata jalan memuju kekuasaan,: tetapi
terpenting adalah sebagai arena. pembentukan
identitas - bersama -tanpa - meninggalican partikﬁl
laritas - masing-masing kelompok kepenunwan
Mimpi tentang: negara-bangsa Indonesia tyang
makmur dan.adil tak bisa direalisasikan dengan
epistemologi politik yang . bersifat " instrmimen-
tal. Nalar politik instrumental hanya berujung
pada dua fenomena secara simulian, vakni vezim
otoriter-teknokratis dan masyarakat komunal-sel-
tarian. Di lain pihak, epistemologi politik radikal
menganjurkan kita terlibat dalam politik sebagai
momen percakapan antar partikularitas -unmuk
mencari bentuk barn dan merumuskan substansi
bersama, baik untuk menata perbedaan identitas
mavpun mendorong transformasi perbedaan i
menjadi kekuatan demokratis untuk keadilan dan
kesajahteraan bersama. Pandangan ini membuat
politik menjadi produktif, membenk subyek
warga negara demokratis, dan menerjemahkan
kedanlatan rakyat dalam aksi politik untuk kes-
gtaraan dan keadilan ekonomi. i
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